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Mengingat

BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat
Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA
Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun
2022;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara












Pasal 4

(1) Renja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun
2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB1 : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
BABIII : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun
2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2022
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah

dalam menyusun RKA Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 82
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundnag-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pemerintah Daerah;

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarustamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional,;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4124;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyususnan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Perbantuan;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dab
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
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BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Pemerintah Daerah pada Dinas
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan
tahun 2022, disusun sesuai dengan aturan dan urutan penyusuan usulan
kegiatan. Dalam kegiatan Musrenbang baik dari Tingkat Desa, kecamatan,
Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten, Dinas Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu prioritas pembangunan di
masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan
Visi,Misi Bupati terkait dengan urusan keluarga berencana dan pengendalian
penduduk serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam pelaksanaan Renja SKPD di tahun 2022 perlu memperhatikan
output,outcomes dan hasil yang direncanakan agar kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di Tahun 2022
adalah “Kelembagaan Ekonomi Desa” serta menyesuaikan tupoksi dinas. Dinas
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai OPD pendukung
pelaksana arah kebijakan pembangunan dengan proses pendukung Pelayanan
KB yang berkualitas serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Nantinya kegiatan-kegiatan tersebut berfokus pada 24 kecamatan dan ada
yang di tingkat Kabupaten Pasuruan.

Rencana Tindak Lanjut dari usulan Renja Dinas Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 ini akan
dipertimbangkan untuk dapatnya dipakai acuan dalam menentukan porsi
anggaran Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam RAPBD
tahun 2022, sehingga Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan mendapatkan porsi anggaran yang berimbang untuk mewujudkan
visi,misi, tujuan dan sasaran (indikator) Bupati Pasuruan.

Mudah-mudahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi
pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di wilayah
Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF





